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  ABSTRAK  - bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat Desa guna menyejahterakan masyarakat Desa dan berperan dalam 
memajukan kesejahteraan umum memerlukan peningkatan kualitas tata kelola 
pemerintahan dan untuk meningkatkan kualitas tata Kelola Pemerintahan 
Desa guna mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang tertib, efisien 
dan efektif diperlukan tata naskah dinas yang sesuai dengan kebutuhan 
dan peraturan perundang-undangan. 

  - Dasar Hukum dalam Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 
Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah lstimewa Yogyakarta; Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Teknis Peraturan di Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa; Peraturan 
Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata 
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah 
Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Pemerintahan Desa, 

  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Tata Naskah Pemerintah 
Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya 
sebagai berikut  Ketentuan Umum, Maksud , Tujuan dan Ruang Lingkup, Jenis, 



Susunan, Dan Bentuk Naskah Dinas, Pembuatan  Naskah Dinas, Pengamanan 
Naskah Dinas, Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas, Pengendalian Naskah 
Dinas, Pengelolaan Kearsipan, Pembinaan dan Pengawasan, dan ketentuan 
Penutup. 

 CATATAN : -  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Mei 2025 
  -  Terdiri atas 72 Pasal 
  -  Lampiran 59 hlm 

 


